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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang, penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Matua sudah menggunakan format 

sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik 

format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas 

umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan 

realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes. Laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan 

program daerah masuk ke desa. Sementara secara teknis penatausahaan Desa 

Matua dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun 

pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 

tahun 2014. Maka Desa Matua dalam proses penatausahaan dikatakan 

accountable. 

2. Kemudian dari indikator Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Matua telah 

terlaksana tepat waktu, Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Ini 

artinya pelaporan berjalan dengan baik. 

3. Tahap pertanggungjawaban Desa Matua telah dilaporkan oleh Kepala Desa 

kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2020 sudah 

menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan 
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laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah 

yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.  

4. Dari segi Transparansi untuk Desa Matua sudah sesuai dengan Permendagri 

113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk 

mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis 

jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan 

infromasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh 

sebab itu Desa Matua dikatakan Transparan. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan 

Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawabannya.  

2. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat 

peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan 

perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, 

sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara 

mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula 

membahas nominal keuangan desa. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan 

keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan 

Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, 

pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera. 
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DOKUMENTASI  

Gambar 1. Wawancara bersama kepala desa Matua  
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